
lel

tenlmbeng : a'

terglngst : 1.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
EEXNETARTAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp' 0380-824966 Kupang

KEPuTUSATGuBERI{URITUgATEI|GGARAIIIUUR
rfouoR : l€ ( /$sP/HKlzuha

TENTANG

HASILEVALUASIRANCANGANPERATURANDAERAH
KAE}UPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

TAHUN 2020-2040

CUBENJ|UR !N'SA TEI|GGANA TtrTIR'

bahwa berd.asarkan ketentuan Pasal 245 ayat [4] Undang-

Istdang Nomor- 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan

f;t"f, *u*g"i*tta telah diubah beberapa kqli terakhir

J*rrg*r, Undang-Undang Nonro'r, I Tahun 2015 tentang
p*tin"n"n Kedua Atas-Undang-Undang Nom,or 23 Tahun

;&ru;ruG:."*^**"i.rt*t an Faerah, Tim Evaluasi provinsi

telah rnelakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

f*Urp"t"nSumbaBaratDayatentangRencena'TataRueng
WilayahKabupatensurnbaBaratDayaTahun2O2O-2O4O;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tcntang

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Tata Ruang naei;h, mengarnanatkan bahwa Hasil Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten{Kot1- tentang

Rencani Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangarr sebagairnar a dimaksud

d.alam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

GubernurtentangHasitEvaluasiRancanganPeraturan
Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Rencana

iata Ruang Witayah Kabupaten sumba Barat Daya Tahun

2020-2044;

Undang-Untlarrg Nomor 64 Tatrun 1958 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara TimUr {Irrnbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor l6a9l;

undang-undarrg Nomor 26 Tahun 2oo7 tentang Penataan

nrrangllrmbaran Negara Republik Indonesia Tah'n 2OA7

Nomoi 68, Ta*b"han lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7251;

Undang-Undarrg Nornor 23 Tahun 2QL4 tentang
Pemerintahan Daerah (I*mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang'Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nornor 23 Tahun ZOL4 tentang
Pemerintahan Daerah {lxmbaran Negara Rcp-ublik
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567\; Q

b.

c.

2.

3.



4- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
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tentang Evaluasi Rancangan Perafuran Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah;

surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:

l8S.g4/ 1567/Bangda, tanggal 31 Maret 2O2O, Hal Hasil
Konsuliasi Dalam Rangka Evaluasi Rarrcagan Peraturan
Daerah Kabupaten sumba Barat Daya tentang Rencana

Tata Ruang lffitayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun
2A20-2040:'

UEMUTUSITAI{:

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
sumba Barat Daya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2O2O-2O40'

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
sumba Barat Daya aebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagaimana. tercanturn dalam Lc.mpiran

Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melakukan p€nyempurnaan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud datam Diktum KESATU Keputusan ini'

Bupati mengqiukan perrnohonan Nomor Register Peratrrran

Daerah tcepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD

melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ditsnrm KESATU

Keputusan ini.

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil
evalua$i sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dan Bupati menetapkan Rancangan Peratrrran Daerah
menjadi peraturan baerah, Peraturan Daerah tersebut
dinyatakan tidak sah secara prosedural-

Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di KuPang 
,

pada tanggal x? A ?rl \ 2024

w ,n. GUBERNUR |[USA TENGGARA TIMUR
s

NA UTA}'IA

Tembusan:
l. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubcrnur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporenf ;

3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupa.ng;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
6. Ketua opnp l(sbupatsn Sumba Barat Daya di Tambolaka; .
7, Dirjen. Bina Pembangtnan Daerah Kementerian Dalnm Negeri RI di Jakarta. \

f
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r,A.uPtRAI{ : XEPITTU8AIf GUBERI{UR IfUllA TEIIOGARA TIMUR
Ifof,oR : iil IKEP/HKl2ozo
TA GOAL: al A?plU 2O2O

IIABILD||ALuAEInArtcAI{aAIIPERAT!,nlItDAERAI|I{ABUPATn!U[BABInATDAYA
TEttrAIro RllicAlraieir iurxc sfl.rven xAauPATpr aurBA BAnAT DAYA TAIlu to2G'm4o

uurtu
l. Perlu ada konsistensi muatrl|l pengaturan yang tcrtuang d.tlam Ranc€ngan Feratura! Dacrah harus sama den tertualg dalem Materi

Tcknis (dokumcn rcncana) dan pcta.
2. penJrusunan album Fta seuagJi;gian yang tidak t€rpisahkan dari f{ancangan Pcraturan.Da€tah tcnta-ng Reflcana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten sumba Barat o"y" i.fi.,tt 'iozio-2o4o pirlu atcsuaitran dcnfan kaidah-kaidah perpctaan scbagaimana terEt1rat dals$

Peraturat Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kctelitian Peta Rencana Tata Ruang'

z. tcaal Drafr w Ra.,c*ge11 p"r"*iut D""on ais."rak"t, dengan unJanlUndang NomJr 15 Tahun 20 19 tcntarlg Pcrubahan Atas Undang-
- 

U;"d""g Ii";; iiiahlun zor r tcntsng Pembentukan Peraturan Perundang-undangan'
4. perlu dipastikan pelaksanaan p"tw""i""o a* nancattg;Er-aturan fiaerah tcntang Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) agar

ditus-ngkan dalsn rnatr rs r"ai.ai *ogram utama aerisan *akto i""y,."*." dan_penetapen tidak mclcbihi 36 (tiga puluh enaml bulan

mengingat b€rdasarkan amanat PP Norior 15 Tahun 2ol1g tent"di";i"L"gg9.t"t ecnatlil nuang agar dapat diselesaikan dalam kumn

waktu 36 (tiga puiuh enam) butan sctc!,Rh hraturan Daerah t"ntal-tg iltrcsn;-tat€, Ruang wilayah dit tapkarl dan diundan8kan' yeitu:

a. RDTR Kabuparcn sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat (Z)i!n Ayat (S), sebanyak I1 (8;bebs) RDTR Kawasan Perkotaan' yaitu:

1l Perkotaan Tanbolaka;
2i Perkotaan waimangwa di Necarnatao Wcwewa Barat;
3) Pcrkotaan Bondo Kodi di Kccamatal Kodi;
4) Pcrkotaan Karuni di Kecdnatan Loura;
5l Perkotaan Palla di Kecamatan Wcwewa Utara;
6i Pcrkotaan Elopada di Kccarnatan Wewewa Timur;
Zi pcrtotaan Ndapataka di Kecarnatan wewewa Tengah;
8i P?rkoban Kori di Kecamatan Kodi Utara;
gi Porkotaan ra/ala Ndimu di Kecamatan Kodi Bangedo;

16) Perkotaan Panenggo Edc di Kecamatan Kodi Belagha!; dan
l li Perkotaan Manola di Ke€a$ratan Wervews Seliatan'

I



b. RIR Ka$'asan strategb Kabupat€n sebagaimana tercantum dglam Pasal 38 sebarryak a (delapan) I(awasan Strategis Kabupaten yant
terdiri dari:
1) Scbsnyat 4 (cnPat) KSl( Kab-upaten-dari sudr:t kepentingan pertqmbuhan ekonomi y4itu: l(awasan Aglopolitan bcrbasiE hortikultwadall pcrkobunan, KawaNan Mitrapolitan berbasis Perikanan, Kawasan Ekonomi cipat tumbuh dan-t<ewasan p*irr""iJ p."G aipesbir utara dan sclatal
2l s€banyak 3 {tiga} KSK dari sudut.lceentingan soeiar budaya yEitu: sitrn liampong dan situs ka.npung adat Msnola dan sekitarnya.3l sebatyak 1 (6'atu) KsK dari 8ud-ut k p"":tlel-.futtg.d d1n daya dukung l-ingfungan yaitu t<ataJan konser-vasi pcnyu ai iantaiMandorak dan Tanjung IGroso l(ccamatan Kodi Utsrs dan Kecarietan ltodi

u. I|rru3us
fio BAB/PAsAL L qAIATAlr PENYTMPURNAAT|t._I c

lrI'I ,E;$l'l- UAI| .m!.l.Il t^Ulfrtlt{*
Menimbang:
a. bahwa untuk nrengarahkan pembangunan di Kabupaten

Sumba Barat Daya dengan memanfaatkan ruang wilayah
secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras,
seimbang dan berkelanjutan dalam rangka rneningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan kearnanan,
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata
ruang wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah dan masyaraka[, maka
rencana tata ruang wiiayah merupakan arahan lokasi
investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah
Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa dengan dltotephaDrys peraturen pemerlntah
ITornor 13 Tahun 2Ol7 tett*ug perubahan Atrs
Peraturrn Pemerlntah l{onor 26 Tabun ZOO8 Tenteng
Rencena Teta Rueng trfllayah l{eslonal, maka pcrlu
pedeberan he dnlan Rencena Tst& Ruang lflltaynh
Kabupatcn; den

Menimbs"ng:
a. Tetap.

b. Tetep"

c. bahwa_ dengan adanya perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam berbagai sektor dan ierjadinya
dinamika pembangunan dalam kurun warktrr s (lirna) tahun
terakhir sehingga berdampak terhadap RTRW Kabupaten sumba
Barat Daya, maka Perda Kabupaten sumba Barat Daya Nomor
I"5 Tahun 2oo9 tentang RTRW Kabupaten $umba Barat Daya

**_le!gn 3489,*oZ9 nerlu ditini au kembali:
7



no BABI PASAL
I

d- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirna[sud
dalam huruf a, b dan c perlu nembcatuL peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Surnpa Barat D4ya Tahun 2O2O - 2O40t

d. bahrva berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam
hunrf a, hurrf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten sumba
Barat Daya Tahun 2020 - 2040:

KETE}ITUAI| M ENGI T{GAT
1I. Mengingat; Ditambahkan 2 (dua) dasar hukum yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun zor2 tentang
Pedoman Penlrusunan Tata Ruang Wilayah provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zol2
Nornor 6a7l;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Daerah iBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

_No4ggllE4li
BAB TV R.EITCAITA STRUKTUR RUAI{G WILAYAIT
A, Fas,al LO Perlu rnenambahkan trace Jalan Trans Pulau Surnba provinsi Nusa

Tenggara Timur yang rnelintasi Kabupaten surnba Barat Daya
mengingat pembangunan ditargetkan seiesai pada tahun 2OZ0
sebagairnana telah dimandatkan dalam perpres Nomor 18 Tahun
SQZQfgntagg rBlllg f4hun zozo-zoz4,

I'AI' V RICN(;AITA FOLA RUAITG
3. Fasatr 18 Perlu rnenambahkan total luasan kawasan lindung {hektarl dalam

Pasal 18 sesuai dengan rincian luasan penrntukan kawasan yang
tetah dijabarkan di_!aq.e[? VAPe"el*?5, .

f

I CATA'NAII DEIISFF]IUT'TTIENAATII
r*"
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CATATAN PTilYEUPURNAAN

ffitotal luasan kawasan budidaya (hektar) dalam Pasal 26 sesuai dengan

rincian luasan peruntUllan kawase0Jg4s lqleh 4ljabefFqn 4i Pqqql 17 s
aiiutuaswilayahLP2Bdandilengkapisebaran1okasiserta

lampiran peta dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RTR\V Kabupaten Surnba Barat Daya

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2oO9 tentang Perlindungan Lahan

an geratan tanah yang berada di Kabt-tpaten Sumba Barat
Daya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi lt{usa Tenggara Timur
Noinor t Tahun 2O11 te11lqqe nlnw noVinsi Nusa Tetlgga

BAB VII ARA}IAN PEMANFAATAN RUANG
Perlu dlscmpurnaken neqiadl:

Pasal 40
(1) Tetap.
iZi p"*ir,faatan rurang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui pen)rusunan dan pelaksanaan

program pemanfaa@n ruang beserta eu/,/rber pendanaannya.
(3) Dihapus.
Keterangan: Araltnn kmanfaatan ruang Aang terfiiang dalom Matiks Indikasi Program_!!? "
tidak mimuat pengarutan t;e?'lr perkir?qI pendl,naqtr gqsuaile

(1) Dihapus (redundant dengan Pasal 40 ayat (1)'

iZi nrafrin pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata
ruang yang dljabarkan ke dalam indikasi prograrn utama, yang meliputi: lokasi,
besaianJ,rot,r*., sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaks€rnaan dengan
jangka *"tt, perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perenca.naan 20 (dua puluh)

tatrun sampai beralchirnya masa berlaku perda tentang RTRW.
(3) Tetap.
(4)Tetap.
{5) Dihapus.
(6)Tetap. . ,tI
xtt roigart: arahan kmanfantan ruang gang terhrcng dalam Matriks Indikasi Program Utama

tidak mimuat penqafifian terkait Wrkraan pe

4



NO BAB/PASAL CATATAN PEI{YEM PURNAAN
T 2 3

E4-B VIU KETENTUAN PEN(}ENDI \LIAI{ PEMA$FAATAN RUAilG
9. Pasal 51 Ayat (3) Perlu menimUahkan pCrlgaturan terkait sistem pengamanan pantai dalam rangka melindungi pusat

pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang rnemliki titik-titik garis pangkal kepulauan
dari danpak abrasi dan gelombang pasang di Kecamatan Kodi dan Kecamatan Kodi Balaghar
sebagairnana telah dimandatkan dalam Perpres Nomor 179 Tahun 2OL4 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur

ro. Pasal 51 ayat {5) Perlu disesuaikan dengan potensi rawan bencana di Kabupaten Sumba Barat Daya yaittt tsunami,
gempa, baniir, longsor, kekeringan dan angin puting beliung sebagaimqqrqL tertuang dalqm Paggl itr-*

11. Pasal 54.
Pasal 54

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 53 ayat (l) meliputi:
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangrrnani dan
e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan peralndang-undangan.

(2) Tetap.
(3f Dlhapus.
(4)Tetap.
(5) Tetap.
(6)Tetap.

\2. Pasal 55. Pasal 55
(1) Tetap.
(2)Tetap.
(3)Tata cara pemberian dan persyaratan izin lainnya sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat (6) huruf a

diatur lebih laniut dengan Peraturan Bupati.
13. Pasal 60. Pasal 6O

(l)Arahan sanksi selagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi
pemerintah Daerah dalarn pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(21Tetap.

I



CATATAN PEITYEIE PURNAAIYNO BAB/PASAL
7 2

Pasai 7O

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pernanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam

f.#J1.}f$iflTl'"ffi1X'l"r*.r pnraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif
serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam mernantau dan mengawasi;
c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. pelaporan kepada instansi daryatau pejabat y*.g berwenang dalarn hal menemukan dugaan

petryi-pu.ngan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruarlg yang melanggar rencana tata ruang
yang telah ditetaPkan; dan

e. penga;uan kebeiatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang

'{io*-*^^ +irlolr cosrrai rlert0Al'l fenrqfiA ffitE nfllng-

i4. Pasal 7O.

15. Pasal 75. Pasal 75
(1) Tetap.
{2)Tetap.
(3) Tetap. _t:r-,--r__-.
i+i n*rdt"ran Daerah t€nhng RTRW Kabupaten Surnba Barat Daya tahun 202o-2o4o dilengkapi

dengag Buku Rencana aan RtUum Peta yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
(S) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wiiayah
' ' kabupaten yang L"*"*ur hutannya belum disepakati P3d1 saat Perda ini ditetapkan, bulcu rencana

dan atUum-p"6 sebagaimana dirnaksud pada- ayat {4} disesuaika-n dengan pemntukan kawasan

hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
t6lDlhepus.

16. Pasal 76. Diramb"hk"" t taual dan z (dua) pasal yaitu: BAB xll tentang Ketentuan Penyidikan dan EAtt

XIII tentang Ketentuan Pidana, sebagai berikut:
BAA XII

I(ETETTUAI| PEII YIDIKAIT
Pasai 76

{l} Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik lndonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di
'-' lingkufi; itt*t""*i pi*etitit"h yartg ,ngls dantanggungiawabnya di bidang penataan ruanB diberi

*"in*n*ig khusus seuagai p*nyialt untuk membantu pejabat penyrdik Kepolisian Negara Republik
Indonesia- *ebagaiqoexte ai[n*!*s-t+d dqla{r-r*IfiEtb \Jnd*$ -Und



PASAL

f2f Fenyidiu n eafl$
:' il$i?Hmmmrol"f*"*,fm$Xry;xrJi*'**g** y-,,s b*rkena&n densnn
b. melalnrlrqn ^--J.^-ir----- - .t 

S1lHTlrfiil"nr'""*' i"ir'1Jil""ililffi*':TffL rnerarrukan rincrak pidana daram bidang

" fftrffir*-mm-mXffiT 
bulttl da-ri orang sehubunsan dengan perijstirva tindak pidana- 

ffi]ffi-ffi:ffi *tat'aot*r'nsn*dokr-rrnen vang berkenaan dengan tindak pidana dalarn
e" melakukan Perneriksean di ternpat tertentu r-enq,djduga prdaFat hahan bukti dan dolrumen 

'ain
sorts melakuknn penvita"-.9i;;;t fi+'rgtfr*a*p1*r.J?*" b*ra*g hasil pelansgaren yangdap*t dijadikan uu*tiaaurnperker*ti"a** piJ*n*;ii-*"ffiL* *rr*raan ruans; dan

, ^, : _ 
il:$[hHilnffffi *'r ;;'"* i""ff"'dr*x*u,i[,i dffi'd;;friffi '#*"k 

pidana daram
{3} Penyidik Pegawai Negeri bipit aebagaimana dim^aksrrd p"dl..?ygt (u mernberitahukan dimurainya
,o,ffi#T*tlm11^"-"tTl-F."nair'?-p"ri"iJ'tt"g*'Repubrikrndonesia.(4f Apab'a pelaksanaa"- t ***"*rfi',f ;.ru;ffi#*ffi#:1Tt$l1tffi:t1b, ***errukan tindakanpenangkapan dan pe*ahanat, F*ffik ffi;; rueeuri,si;l ;;*kuka il;";a;;;i dengen pejabatPenyidik Kepolisisn Negara ilup,ruut rnoo?eia eeEuei ,td;- kerenrusn peraruran perundang-undangen.
{5} Penyidik Pegawai Negeri sipil sebaslimana dimakeud p?d* ayat (1} menyampaikan hasil penyidikankepada penutut '*ti* meialui t$il;trt;;ji;'*"qoxieian Hegara Republik Indonesia.(6) Pengangkatan Pejabat penyidik pegawai Nesnri sinit rrert fn+a ^a_^ *__-

gaSa$rpE@

llgtentuan #Ti, j[u::,::r,r: iT t".". ? "* p ro s es penyid i kan d i taksan a kan
BAB XIII

sesuai
Fasal 77.

KETEIVTUAT{ PIDAilA

fftiap o*lFS vengmelenggal laetentunn ttl!,.dil:t-tol**u*,rd dalam pasar 53 ayat {1}, ayat {?), ayatLlh"ffiJftffi, ffn|:*=ik*nai dffit piffi* ffieu*i r.ii."t"#peraturan perundang-undangan di



}ffV KETEITTUAN PERALIHAN

18.

BAB/PASA,L I

Pasal 78

C ATATAIII PENTEMFTJRI{AAN

Porlu dlrempurnsten
{l}Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan penrndang-undarrgan yang

berkaitan dengan penrujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan atau belum diganti ganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Daerah ini tetap berlaku sesuai masa berlakunya.
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan

Daerah ini berlaku ketentuan:
1, untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa

transisi berdasarkan ketentuan peraturan perLlndang-undangan;
3. unfilk ynng sudah dilaksanakan pembangunannya dun tidak memungkinkan untuk

dilalnrkan penyesuaian dengan fungai kawasan berdasarkaxr Peraturan Daerah ini, izin yang
telah diterhitkan dapat dibatalkan dan ter.hadap kerugian yang timbut sebagai akibat
p€mbatalnn izin Ersebut dapat, diperiknn penggantian yang layak dengan bentuk sesuzu
peraturan perundang-undangan; dan

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka "3", dengan memperhatikan
indikator sebagai berikut:
a) Memperhatikan harga pa$aran setempat;
b) Sesuai dengan NJOP; atau
c) Menyesuaikan kemampuan keuangan daeratr.

c. Pemanfaatan ruang ygng izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan
penyesuaian berdasarkan Perahrran Daerah ini;

d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang

bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat unflrk mendapatkan izin.

{3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2A2O - 2040 dilengkapi
dengan Materi Teknis dan Album Peta yang menrpakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB
HO
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CATATAN PE}TYEMPURNAAN

ang membidangi urusan kehutanan
terhadap bagian '*1Jyun kabupaten yang kawasan huhnnya belum disepakati pada sagt
peraturan Daerah 

-i"i 
aitrtapkan, .enci.r*-dan album peta sebagaimana dimaksud pada a-yat {3)

disesuaikan dengan p"*r,totan Kawasan hutan *esuai dengan peraturanr perundang'undangan

engatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah

sebelumnya, sebagai berikut:

Pasal 79
pada saat peraturan Daerah ini diundangka,n, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomot

15 Tahun 2OOg tentang Renc&ns. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2OO9-2O29

(lrmbaran Daerah i"ilrp"rcn $umba Barat-Daya Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Surnba Barat Nomor l 5|, dicabut dan-. -4ffr-yglqiq4-iigg$lsfl*lcg
LAMPIRAT{

$anaanprograrnlkegiatandalammatriksindikasiprografirutama--r
Tabel Indikasi program Utama (IpU) -uuitt belum terlihat ada prioritasi pelaksaiaan prograrn (masih

dibtad block) selama kurtrn waktu 20 (dua puluh) tahun'
Cwttolnya:
a. pemb-angunan jaringan JLP dilaksanakan selama PJM Ke-1 - PJM ke-4 (sclama 2o Tahun) +agar

dibuat prioritas tahun keberapa dilaksanakan pembangunan.
b. pembangunan sarana dan pri.sarana penunjang *fal*dilaksanakan selama PJM ke-2 - PJM ke-

4 (sehml 15 Tahun) -agar dibuat prioritas tahun keberapa dilaksanakan pembangunan'

2. perlu penyesuai"" t"Luali pengisian kolom instansi pelaksana prograry/_kegiatan dan sumber

anggaranlpendanaan pada seluruh program/kegiatar:- yang tertuang dalam matriks indikasi
program 

"t*; ;A; f,isesuaitcan dengan kewenangan yang tercantum dalam undarrg-undang
i{o;or 23 Tahun ZOt+ tentang Pemerintahan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi-kewenangar daerah didanai atas beban

APBD dan pelaksana oleh dinas yang menyelenggarakan urusan dimaksud
b. penyelenggaraan urusan pemednta[an y"ttg menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah

didanai atas beban ePgN d+fi P lq

Tabel Indikasi Program

9
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T'AifA,p, En[,u-'Dis=E![luRt{119N 

-

Rencana penge rnrhan T"qtlll=. ^;---sistem jaringan jalan i Program ,rt"i.*, Pengembangan jaringan jalan nasional yang ada di wilayah KabuPaten"

nasional yang ada di I Surnber Dana: APBN .__r^_ '-r-^*wilarah fCaUup&en, I Instansi petallpqtfiKgment@

Cr.ntohnga:
l) Rencana pensembangan tgni13{1lp: B 9i T'::**ll::1:Tbolaka'

. $umber p*rrd*rrr""ti, nPeN, APBD Provi1s1, AIPP Kahupaten'

rlnstansipelaksanaDinasPUPRFrovinsidanKabupaten.
Pengernbangan pelabuhan p€ngumpan di Kecamatan Kodi'

2I

/2.

. ilil;;:;;;;""r: ApBlr, ApBD provinsi dan APBD Kabupaten'

. i"-;;i"p"flf".""' Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR'
L,,L,r-^-n r{atrr rnafan

Dinas PUPR dan Dinas

;;ffi;#;'niui""i, Dinas PUPR dan Dinal Perhubunsan Kabupaten'

3) ... dstnya.

Dtubah ne4fddl:
l)Rencanup"'g"*bangantgrrnllaltipeBdiKecamatanKotaTambolaka

. Sumber pendanaan oleh APBD Provinsi'
r Instansi Pelaksana:Dinas PUPR Provinsi'

2) Pengembangan pelabuhanltlgumParr di Kecamatan Kodi

. Sumber pendanaan: APBD Kabupaten'
I Instansi Pelaksana: Dinas PerhUbungan Kabupaten'

fi;nd*b"" n medadt:
5lT,T" i.filff'" jlf,l I ffiLff?il1f;r;;6j-.'ngan jaran provinsi vars ada di w'avah Kabupaten'

provinsi yang 
- 

ada" di I Su;ber Dana: APtsD Provinsi NTT 
,r^a Eranora:

gletah Kabup-*ggn. -- i rnstansi perakseF+j Pinas F-Ft5igran glqum-dan Fenataqp Ruane Proviqsi NTT

Rencanap"nalrenoedad$!i-..l^-^_^-,l^,liIrerrrenqngr
! *UfiT*"-:ff"il:Tffi I H$#Tffi:1ffi:,ff"?ffi'*::1itT:*ij-13' vans menjadi kewenangan Itabupaten

kil;#;; [ 
'sffiuefo"""' 

npso]4auu3a3en, sumba Barat Dava'
rtr ---{d l^* ?D-*ffif,Tlr"* k"""*g"" 

I il"#,TJ. 
o;ffi'#1."offi"ffii#iffiffi ;;ilL'""" ***o***' t*o. """.

33.



cCrir*n pb@u[UEU4*$"

Porlu dlrcrupurn*knn metJndll
Program uta*a, Pengembangan Terrninal Tipe C'

Suriber Dana: APBDKabupaten Sumba Barat Daya'

Instansi Pelaksana: Dinas.

Rencana Pengembangan
Terminal Tipe C.

Petiu a*npurnakea meqfedl:
Program uta*", Pengembangan Terminal Kargo'

Sumber Dana: APtsN,
Instansi Pelaksana: Kemenlgleg,tglh

Rencana Pengembangan
Terminal Kargo"

Progratn utama: Penambahan BTS.

Sumber Dana: APtsN
instansi Pelaksana: !!gmq11 Kamunikesi d,an I nf-qgqa

Pengembangan Prasarana
Telekornunikasi berupa
jaringan bergerak.

IS DAERAHy'
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